BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

b. bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi
pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan
dan pengeluaran;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan
Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama,;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menetapkan

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024.



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1

. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.
3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggara  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dengan sistem dan prisip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Buleleng.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah,

belanja daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai

berikut:

1. pendapatan Daerah Rp2.270.327.707.010,00
2. belanja Daerah Rp2.314.927.707.010,00
surplus/defisit) Rp(44.600.000.000,00)

3. pembiayaan Daerah

a. penerimaan pembiayaan Rp45.000.000.000,00
b. pengeluaran pembiayaan = Rp400.000.000,00
jumlah pembiayaan netto Rp44.600.000.000,00

sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar

Rp2.270.327.707.010,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh

miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu

sepuluh rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;



b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2)

(3)

3 huruf a direncanakan sebesar Rp493.324.500.000,00
(empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh
empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp195.530.000.000,00 (seratus
sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp36.952.500.000,00 (tiga puluh
enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus

ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

(5)

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga
ratus juta rupiah).

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp229.542.000.000,00 (dua
ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua

juta rupiah).

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp1.732.003.207.010,00 (satu
triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar tiga juta dua ratus
tujuh ribu sepuluh rupiah) yang terdiri dari :
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp1.540.906.345.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh



miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus empat puluh lima
ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp191.096.862.010,00 (seratus sembilan puluh satu miliar
sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua

ribu sepuluh rupiah).

Pasal 6
(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar

Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan

sebesar Rp2.314.927.707.010,00 (dua triliun tiga ratus empat

belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus
tujuh ribu sepuluh rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.849.839.059.666,00
(satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar
delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh sembilan
ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.107.822.383.589,00 (satu triliun
seratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga
ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh

sembilan rupiah).



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp648.694.840.921,00 (enam
ratus empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh
empat juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus
dua puluh satu rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp89.787.735.156,00 (delapan puluh
sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh
ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp3.534.100.000,00 (tiga

miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b direncanakan sebesar Rp184.767.570.762,00
(seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh
tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam
puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta
rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp51.527.214.611,00 (lima puluh satu miliar lima ratus dua
puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu enam ratus
sebelas rupiah).
Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar

Rp36.723.802.966,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua



puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus enam
puluh enam rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp72.881.514.147,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus
delapan puluh satu juta lima ratus empat belas ribu seratus
empat puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.129.039.038,00
(dua puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga
puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu

miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga

miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf d direncanakan sebesar Rp276.821.076.582,00 (dua
ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu
juta tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua
rupiah), yang terdiri dari:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp29.258.546.982,00 (dua puluh
sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus
empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua
rupiah)

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua
ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta

lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).



Pasal 12
Anggaran  pembiayaan daerah tahun  anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat
miliar enam ratus juta rupiah)yang terdiri dari:
a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00
(empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih

perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar

Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 14
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

a. penyertaan modal Daerah

Pasal 15
(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00

(empat ratus juta rupiah).

Pasal 16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran
belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
Rp(44.600.000.000,00) (empat puluh empat miliar enam ratus
juta rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar

enam ratus juta rupiah).

Pasal 17
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang



belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi

pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang

selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Tahun

Anggaran 2024 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih

dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan APBD serta pemberitahuan kepada

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau,;

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
terdiri dari:
a. Lampiran I

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran

2024;



b. Lampiran II
ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2024;

c. Lampiran III
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

d. Lampiran IV
rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan
beserta sub keluaran kabupaten buleleng tahun anggaran
2024;

e. Lampiran V
rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2024;

f. Lampiran VI
rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran
2024;

g. Lampiran VII
sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka
menengah Daerah dengan rancangan APBD Tahun Anggaran
2024;

h. Lampiran VIII
sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana
kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan plafond
anggaran sementara dengan rancangan peraturan Daerah
tentang APBD tahun anggaran 2023;

i. Lampiran IX
sikronisasi program prioritas nasional dan dan prioritas
provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun
anggran 2024;

j. Lampiran X
Sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas
Daerah tahun anggaran 2024;

k. Lampiran XI



daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun
anggaran 2024;

1. Lampiran XII
daftar Rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2024;

m. Lampiran XIII

daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya
tahun anggaran 2024;

n. Lampiran XIV
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
Daerah dan Aset lain-lain tahun anggaran 2024;

o. Lampiran XV
daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);

p- Lampiran XVI
daftar dana cadangan tahun anggaran 2024;

q. Lampiran XVII
daftar pinjaman daerah.

Pasal 19
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal ...
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :



BERITA ACARA

Nomor ;qnf.'uuﬂ-l}fﬂf!'ﬂ‘-lp .I'Ii‘-ﬂ'.l-l,
Nomor : |00+ 3- 2./ 2%%8/ D ve9/ 2023

PERSETUJUAN BEERSAMA
KEPALA DAERAH DAN DPRD EABUPATEN BULELENG
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Nopember tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1.

Ir. Ketut Lihadnyana, MMM.A : Penjabat Bupati Buleleng, dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
vang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1
Singaraja, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.
2. Gede Supriatna, SH :  Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
3. I Ketut Susila Umbara, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
4, Gede Suradnya : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
2. Dra. M. Putri Nareni : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut
sebagai PTIHAK KEDUA,

menvatakan bahwa ¢

1.

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan

perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita
Acara ini.

. FIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan

Rancangan Peraturan Daersh tentang Anggaran Pendapeten dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 scbagaimana tertuang pada catatan Vang
terlampir pada Berita Acara ini.

. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi

atas Rancangan Peraturan Daersh tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana terfuang pada catatan yang terlampir pada Berita



Acara inl selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga] hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.

4. FIHAK PERTAMA gkan menyampaikan kepada Cubernur Bali untuk
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja hari setelah
ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pthak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Singaraja, 24 Nopember 2023
~ KETUA DFRD
//<'“RABUPATEN BULELENG

' - LT

L KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG

{

WAKIL KETUA DPRD
UPATEN BULELENG
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